BAB IV
~ TLNJAUAN HUKUM LSLAM
TERHADAP PELAKSANAAN KOPERASI
SIMPAN PINJAM PEDAGANG KECLL

A, Tinjauan ternadap oentuk koperasi simpan pinjam
pedagaug kecil

koperas. simpzu pinjam pedagang kecil adalan
merupaKan suatu oentuk perikatan Yang spesifik, me-
rupakan suatu bentuk perkumpulan bersama para peda-
gang kecil yang mempunyal kepentingan langsung da-
lam bidang perkreditaun,

jetiap celon auggota kKoperasi inil untuk da-
pat menjadl auggota peuun naruslan memenunl persya-

ratau yaug tercaniul dalam pasal 4 Auggaran Dasar -
koperasi,

rasal 4 ayat o disebutkan banwa setiap anggo
ta Koperasi ini narus telan meuyztakan kesauggupan
untuk melunzsi uang simpaunan pokok., nal 1ni berarti
Danwa penyimpanan pogok ini merupakan persyaratau -
diperooleukaunya peminjaman,

sentuk kcperasi simpan pinjam pedagang kecil
Semacam ini di dalam pembanasan nukum Lslam akan
ditinjau dari beoerapa segl dari uunsur-unsur yaug
terdapat di dalamnya., Kalau ditinjau dar:i adauya pe
ayimpanas dau peminjaman dalam pembanasan Hukum Ls-
lam terdapat Deverapa oeutuk pempanasan, yaitu wa-
di'an, 'Ariyan dan Al-Qaralu,

1. pentuk perikatan Fenyimpanan di dalam pembanasan
nukum 1slam ada dikenal deugan suatu istilah "wa-

5 ¢



58
di’ah".

a. Beberapa pengertian tentang wadi’ah

Abdurrahman Al-Jaziry mengemukskan bah-
wa makna Al-Wadi’ah menurut bahasa adalah se-
suatu barang yang diletakkan pada orang yang
bukan pemiliknya untuk dijaganya.1 21 -Wadi’ ah
menurut bahasa juga bermakna semua barang yang
dititipkan.2 |

Golongan Malikiyah mengemuxakan bahwa
al-wadi’ah itu mempunyai dua pengertian (1) de
ngan makna mashdar yakni al-ida’ dan ditetap -
kan dengan pengertian sesuatu barang yang diti
tipkan (2) dengan makna sesuatu barang yang di
titipkan. Adapun pengertian pertama dapat diba
gl menjadi dua (1) bahwasanya makna wadi’ah a-
dalah ibarah untuk mewakilkan kepada orang la-
in dengan tujuan pokeck untuk menjaga sesuatu
barang (2) bahwasanya makna wadi’ah adalah iba
rah untuk memindahkan kepada orang yang diti -
pi dengan tujuan pokok untuk menjaga sesuatu
“barang yang dimiliki dan barang tersebut sah
untuk dipindahkan.>

Syekh Muhammad Khathib Syarbiniy menge-
mukakan bahwa wadi®’ah menurut bahasa bermakna
sesuatu barang yang diletakkan pada orang lain

1Abdurrahman Al-Jaziry, Kitabul Fighi’a
la Madzahibil Arba’ah, Jilid IITI, Istigamah ,
Kaera, Cet. VII, (tth), hal. 248.

2Fuad Ifram Al-Bustany, Munjiduth-Thul-
lab, Darul Masyriqy, Bairut, CeT. XIX, 1956,
hal. 909.

SAbdurrahman Al-Jaziry, Loc. cit.
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yang bukan pemiliknya untuk dijaga atau dipeli
hara. Sedangkan pada hakekatnya wadi’ah menu-
rut Syara’ adalah memberikan kekuasaan kepada
orang lain untuk menjaga sesuatu harta yang
dimiliki atau barang tertentu yang diharamkan
dengan cara yang tertentu.4

Tbnu Syihabuddin mengemukakan bahwa al-
wadi’ah menurut bahasa bermakna sesuatu barang
yang diletakkan pada orang yang bukan pemilik-
nya untuk dijaga atau dipelihara dari penyimpa
nannya agar dapat terpelihara karena sesungguh
nya penitipan itu mendatangkan ketenangan bagi
sesuatu barang tersebut. Adapun wadi’ah menu-
rut Syara’ adalah akad yang pada hakekatnya me
rupakan pemberian kekuasaan dari segi orang
yang menitipkan dan merupakan penerimaan mengja
di wakil dari segi orang yang dititipi  dalam
hal menjaga harta benda atau sesuatu barang
Yang tertentu sebagaimana Jenis barang yang
dapat diambil manfaatnya.5

Ash-Shan’any mengemukakan bahﬁa al-wadi
ah adalah suatu zat barang yang diletakkan a-
tau dititipkan oleh orang yang empunya atau
dititipkan penggantinya - kepada orang lain un-
tuk dijaga atau dipelihara.®

4Syekh Muhammad Khathib Syarbiny, Mugh-
nil Muhtaj, Juz III, Darul Fikri, Bairut,(tth)
hal. 79.

5Tbnu Syih3buddin, Nih&yatul Muhtaj,Juz
VI, Maktabeh Islamiyah, Kaero, (tth), haf.109
| & Assayid Al-Imam Muhammad Ibnu Ismail

Al-Kahlany Ash-Shan’any, Subulus Salam, Juz
III, Dahlan, Bandung, (tth), hal. 108.
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H. Moh. Anwar mengemukakan bashwa al-wa-
di’ah menurut Lughat ialah barang yang disim -
pan bukan oleh pemiliknya untuk dipelihara. Se
dang arti wadi’ah menurut istilah Fiqih ialsh
menitipkan sesuatu barang kepada orang lain a-
gar dipelihara sebagaimana mestinya.7

Dari beberapa pendapat yang telah dike-
mukakan di atas, maka dapatlah ditarik suatu
kesimpﬁlan bahwa al—wadi’ah itu mempunyai dua
pengertian, yakni pengertian menurut lughat
(bahasa) dan pengertian menurut istilah. Dari
beberapa pendapat mengenai pengertian wadi’ah
menurut istilah, maka dapatlah diambil kesim -
pulan bahwa Wadi’ah adalah perbuatan seorang
mudi® (orang yang menitipkan) untuk menitipkan
barang yang menjadi miliknya kepada muda®’® (o~
rang yang dititipi) agar dijaga dan dipelihara
sebagaimana méstinya" o

Dari definisi Wadi’ah ini, maka akan dapat
dikemukakan bahwa wadi’ah itu mengandung rukun
rukun. Adapun rukun wadi’ah itu ada empat ma-
cam, yakni (1) al-Mudi’ yaitu orang yang me-
nitipkan (pénitip);,(2) al-Muda®’® yaitu orang
yang dititipi (penyimpan); (3) al-Ainul Muda -
*ah yaitu barang yang dititipkan; (4) Ash-shi-
ghat yaitu ijab qabul atau akad. Dan setiap ma
cam dari empat macam rukun wadi’ah ini mempu-
nyai syarat-syarat.

7H. Moh. Anwar, Figih Islam, Almaarif ,
Bandung,Cet. 1, 1979, hzl. 60.

8pbdurrahman Al-Jaziry, Op. cit, hal.2®
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Rukun wadi’ah yang pertama adalah adanya Mu
di® yaitu orang yang menitipkan (penitip).

Golongan Malikiyah mengemukakan: Dan
adapun syarat-syarat bagi penitip adalah 3
a) hendaknya baligh; b) harus berakal; c)
harus pandai; d) hendaknya si-penitip mem-
butuhkan untuk menitipkan barang; e) harus
bukan dalam pengampuan.9

Syekh Ali Hasan Ahmad Addary menge-
mukakan bahwa syarat-syarat penitip adalahj;

a) sehat pikirannya, meka tidak sah bagi o-
rang yang gila; b) dewasa, maka tidak  sah

bagi orang yang di bawah umur; c¢) tidak di-
cabut hak tasarrufnya (kekuasaannya); d) ti
dak dipaksa orang lain.qo

Rukun wadi’ah yang kedua adalah adanya mu-
da’® yaitu orang yang dititipi (penyimpan).
Adapun syarat-syarat muda’® ini sebagai beri
kut: .

Golongan Malikiyah mengemukakan bah-
wa bagi orang yang dititipi (penyimpan) di-
syaratkan; a) mumayyiz dan balighj; b) harus
lah dapat menjaga barang titipan dan dapat
memeliharanya; ¢) haruslah tidak dalam pe-

pgampuan.11

9Tpid, hal. 252.

10gyexh Ali Hasan Ahmad Addary, Risa-
lah Bunga Deposito Dalam Islam, Almaarif ,
Bandung, Cet. I, 1972, hal. 2. '

11Abdurrahman Al-Jaziry, loc, cit.
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Al-Kasany mengemukakan bahwa bagi se

- orang muda’ (penyimpan) disyaratkan harus

3)

berakal, maka bagi orang yang gila tidaklah
sah menerima penitipan.

Golo Hanabilah mengemukakan bah-
wa orang yang dititipi (penyimpan) hendak-
nya: a) baligh; b) pandai; dan ( c¢) berakg§

Syekh Ali Hasan Addary mengemukakan,
bahwa syarat-syarat muda’® (penyimpan) yaitu
a) dewasa; b) sehat pikirannya; c¢) tidak di
cabut hak kekuasaannya; d) sanggup memeliha
ra menurut mestinya; e) jugur lagi diperca-
ya; £) tidak karena dipaksa. 't

Rukun wadi’ah yang ketiga edalah adanya al-
'ainul muda’ah yaitu barang yang dititipkan
Adapun syarat-syarat al-’ainul muda’ah ini
sebagail berikut:

Golongan Syafi’iyah mengemukakan bah
wa disyaratkan bagl barang yang dititipkan
hendaknya merupakan sesuatu barang yang mem
punyai nilai.15 Golongan Hanafiyah menambah
kan bahwa barang yang dititipkan ity harus
dapat diterima karena dalam kekuasaan si-pe

‘¢

12Alaudin Abi Bakar Ibnu Masud Al-

Kasany, Bada'iush-Shanai®’, Juz VIII, Imam
Duabelas, Mesir, (tth), hal. 38381.

13Abdurrahman Al-Jaziry, Op.cit, hal

253.
wit. '*syekh Ali Hasan Ahmad Addary, Loc.
250 15Abdurrahman Al-Jaziry, Op.cit, hal
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nitip.71©
Syekh Ali Hasan Ahmad Addary mengemu
kakan bahwa barang yang bisa dititipkan ia-
lah barang yang tertentu sehingga dapat di
kuasal oleh orang yang menerimanya, maka ti
dak sah menitipkan barang yang masih di ba-
wah kekuasaan orang lain ataupun barang
yang belum dikuasasi seperti burung yang ma
sih terbang di udara. Adapun barang yang di
titipkan terdiri dari a) barang yang bernya
wa; b) barang yang tak bernyawa; dan ¢) ba-
rang tetap.17

Adapun rukun wadi’ah yang ke-empat adalah
adanya shighat atau ijab-qabul. Syarat-sya-
rat shighat ini, antara lain sebagai beri-
kut:

Golongan Syafi’iyah mengemukakan bah
wa disyaratkan di dalam shighat yaitu de-

ngan lafazh, baik berupa perkataan yang Je-
las maupun berupa perkataan kinayah. Dan ti
dak disayaratkan lafazh itu datang dari o-
rang yang menitipkan (penitip) bahkan sah
bila datang dari orang yang dititipi (pe -
nyimpan).18

Ibnu Syihabuddin mengemukakan bahwa
disyaratkan bagi mudi®’® adanya shighat baik

1®1piq, hal. 252.

17Syekh Ali Hasan Ahmad Addary, Op.
cit, hal. 3.

250. 18pbdurrahman Al-Jaziry, op. cit,hal
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dengan lafazh atau dengan isyarat yang da-
pat difahami dengan jelas atau dengan kina-
yah.19

Syekh Ali Hasan Ahmad Addary mengemu
kakan bahwa syarat-syarat akad adalah: a)la

fazh yang dimengerti kedua belah fihak; b)
lafazh yang menunjukkan kerelaan masing-ma-
sing; ¢) tidak lama antara penyerahan dan
penerimaan. Adapun bentuk lafazh yang dapat
dipakai dalam melaksanakan wadi’sh di sam-
ping akad yang berbentuk lisan adalah:a)
isyarat yang sama-sama dimengerti; b) tulis
an yang bisa dibaca dan dapat dimengexrti ba
ik sepihak maupun kedua belah pihak.2o

Dengah mengemukakan pembahasan menge
nai batasan, rukun-rukun dan syarat-syarat
rukun wadi’ah maka akan dapat diperbanding-
kan dengan bentuk penyerahan penyimpanan di
dalam pelaksanaan koperasi simpan pinJjam pe
dagang kecil.

Penyerahan penyimpanan di dalam kope
rasi simpan pinjam pedagang kecil merupa -
kan persyaratan bukan merupakan perikatan
yang berdiri sendiri. Akan tetapi bentuk pe
rikatan wadi’ah dalam pembahasan hukum Is-
lam merupakan perikatan yang berdiri sendi-
ri. Oleh karena itu maka penyimpanan sebagal
syarat keanggotaan koperasi ini bukan meru-

19Tpnu Syihabuddin, op. cit, hal.111

205yexh Ali Hasan Ahmad Addary, loc

(2]
-
ct
L[]
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pakan bagian dari bentuk perikatan wadi’ah
yang dikenal dalam pembahasan hukum Islam.

2. Bentuk peminjaman di dalam pembahasan hukum Islam
dikenal adanya dua istilah, yaitu bentuk ‘'3riyah
dan bentuk giradl.

Bentuk perikatan ’ariyah dalam pembahasan
hukum Islam dibedakan dengan bentuk perikatan qi-
radl.

a. Pembahasan mensenai bentuk perikatan ’ariyah a-
kan dikemukakan dengan menjelaskan mengenai ba-
tasan, rukun-rukxun dan syarat-syarat rukun °’a-
riyah.

Ibnu _ Syihabuddin mengemukakan bahwa ’a
riyah adalah nzma bareng yang dipinjamkan dan
di dalam akad mengandung maksud untuk memboleh-

kan mengambil manfaat barang, sedangkan barang-
21

nya tetap.

Golongan Malikiyah mengemukakan bahwa pe
ngertian ’ariyah adalah pemilikan manfaat Sesus
tu barang yang dipinjamkan Yang terbatas waktu-
nya dengan tanpa pemberian ganti.22

Golongan Hanafiyah mengemukakan bahwa pe
ngertian ’ariysh itu ada dua, yaitu 1) pemilik-
an manfaat sesuatu barang dengan cuma-cuma; 2)
kebolehan memanfaatkan sesuatu barang bukan pe-
milikan sesuatu barang.23

21Ibnu Syihabuddin, Nihayatul Muhtai,Juz

V, Maktabah Islamiyah, Kairo, (tth), hal. €15.
22Abdurrahman Al-Jaziry, Op.cit, hal.270
231bid, hal. 271.
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Golongan Hansbilah mengemukakan bahwa ’a
riyah adalah bermakna zat barang yang dipinjam-
kan yskni barang yang diambil dari pemiliknya
untuk diambil manfaatnya pada suatu waktu yang
terbatas maupun waktu yang lama tanpa pemberian
ganti.24

Syekh Muhammad Khathib Syarbiny mengemu-
kakan bahwa pada hakekatnya ’ariyah menurut Sya
ra’ adalah kebolehan mengambil manfaat suatu ba
rang karena halal untuk diambil manfaatnya se-
dangkan zat barang tersebut tetap.25

H. Moh. Anwar mendefinisikan ’ariyah se-
bagal berikut: "Meminjamkan sesuatu barang kepa
da orang lain dengan ketentuan wajib mengembali

kannya lagi barang itu kepada pemiliknya".26

Dari beberapa pengertian mengenai’ariyah
ini maka dapat disimpulkan bahwa ’ariyah menu -
rut istilah Syara’ adalah merupakan perbuatan
mu’ir Orang yang memberikan pinjaman) untuk me-
minjamkan barang yang menjadi miliknya kepada
musta’ir (yaitu orang yang mengambil pinjaman )
agar mengambil manfaat barang tersebut dengan
ketentuan pengembalian barang sesuai dengan as-—
linya.

2%1pid, hal. 271.

25Syekh Muhammad Khathib Syarbiny, Mugh-
nil Muhtaj, Juz II, Darul Fikri, Baerut, (Tth),
hal. 263.

26y, Moh. Anwar, Op. wit, hal. 56.
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b. Dari definisi tentang ’ariyah ini maka akan da-
pat dikemukakan bahwa bentuk perikatan ‘ariyah
mengandung rukun-rukun. Adapun rukun-rukun ’ari
yah adalah 1) Mu’ir, yaitu orang yang memberi
kan pinjaman; 2) Musta’ir, yaitu orang yang me-
ngambil pinjaman; 3) Mu’ar yakni zat barang
Yang dipinjamkan; 4) Sighat atau ijab qabul. 27

1) Rukun ’ariyah yang pertama adalah adanya mu-
’ir, yaitu orang yang memberikan pinjaman.A-
dapun syarat-syaratnya adalah sebagai beri-
kut

Golongan Syafi’iyah mengemukakan bah-

wa bagi mu’ir digyaratkan beberapa perkara a
gar dapat berstatus sebagai "ahlan bit-tabar

ru'", artinya vunya wewenang untuk membelan-
Jekan ya2kni a) disyaratkan baligh; b) harus-
lah berakal; c) disyaratkan bukan dalam pe-
ngampuan; d) disyaratkan memiliki manfaat ba
rang.

Di samping ke-empat syarat tersebut
di atas, Jjuga disyaratkan bahwa seorang yang
memberikan pinjaman harus berdasarkan atas
kerelaan diri sendiri bukan karena dipaksa?9

2) Rukun ’ariyah yang kedua adalah adanya musta
’ir yaitu orang yang mengambil pinjaman.

L

202, 27Abdurrahman Al-Jaziry, Op. cit, hal

281pid, hal. 271.
29Noh. Anwar, Op. cit, hal. 57
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Golongan Hanafiyah mengemukakan bahwa
musta’ir disyaratkan a) berakal dan b) mu-

mayyiz.3o Golongan Syafi’iyah menambahkan a)
musta’ir disyaratkan orangnya Jjelas; b) di-
syaratkan bagi musta’ir memiliki kebebasan
untuk menggunakan barang bukan dalam pengam-
puan.

Al-Kasany mengemukakan bahwa bagi mus
ta’ir disyaratkan dapat menguasai manfaat ba
rang.52 Imam Asy-Syafi’i mengemukakan, seo-
rang musta’ir mempunyai hak untuk memanfaat-
kan barang yang dipinjamnya akan tetapi pada
dasarnya tidak boleh merusakkan zat barangs’

Rukun ’ariysh yang ketiga adalah adanya mu-—
ar yakni zat barang yang menjadi-obyek pe-
minjaman. Adapun syarat-syarat mu’ar ini se-
bagai berikut

Golonzan Syafi’iyah memberikan syarat
tentang adanya mu’ar bahwa mu’ar itu harus -
lah a) dapat diambil manfaatnya; b) merupa~-
kan barang yang boleh untuk diambil manfaat-
nyae.

Golongan Hanabilsah mensyaratkan bahwa

3OAbdurrahman Al-Jaziry, Op. cit, hal
274,

311pbid, hal. 273

32A1-Kasany, Op. cit, hal. 3898

35ppbi Abdillah Muhammad Ibnu  Idris
Asy-Syafi’i, Al-Umm, Juz III, Darusy-Sya’bi,
Mesir, 1968, hal. 21¢

274 34Abdurrahman Al-Jaziry, op.cit, hal.
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zat barang yang dipinjamkan itu haruslah da-
pat diambil manfaatnya akan tetapi 2zat ba-
rang tersebut haruslah tetap keadaannya.35De
mikian juga Syekh Muhammad Khathib Syarbiny
menyaratkan bahwa mu’ar itu keadaannya dapat
diambil manfaatnya sedangkan zat barang ter-
sebut harus tetap sebagaimana aslinya.36

Rukun ’ariyah yang ke-empat adalah adanya
shighat atau ijab gabul. Adapun mengenai ben
tuk kata-kata pinjaman (shighat) ini adalah
setiap kata-kata yang menunjukkan kepada i-
zin (persetu,juan).3

Golongan Syafi’iyah memberikan syarat
bahwa shighat hendaknya dengan kata~kata

yang depat menunjukkan kepada pemberian izin
untuk dapat mengambil manfaat barang, baik
dengan kata-kata yang terbit dari musta’ir
(orang yang meminjam) maupun dengan kata~ka-
ta yang terbit dari mu’ir.58

Golongan Malikiyah berpendapat bahwa
shighat adalah semua cara yang dapat menun-

Jukkan kepada pemilikan manfaat barang de-
ngan tanpa pemberian ganti, baik dengan per-
kataan, perbuatan maupun dengan isyarat dan

55Tbid, hal. 276

56syekh Muhammad Khathib Syarbiny ,
Op. _cit, hal. 26b

57jbul Walid Muhammad ibnu Ahmad ibnu
Muhammad ibnu Ahmad ibnu Rusyd,Bidayatul Mugj
tahid, Juz II, Darul Fikri, (tth), hal. 235

8Abdurrahman Al-Jaziry,op.cit,hal.27/
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sebagainya.39

Demikian ini pembahasan mengenai ben-
tuk perikatan ’ariyah yang mencakup tentang
batasan pengertian, rukun-rukun dan syarat-
syarat rukun ’ariyah yang akan dapat diguna-
kan sebagai perbandingan dengan bentuk peri-
katan peminjaman yang ada di dalam koperasi
Simpan pinjam pedagang kecil.

Di dalam pembahasan mengenai rukun ’a
riyah yang ketiga telah dijelaskan bahwa mu-
ar itu keadaan zat barangnya harus tetap. A
kan tetapi jika dilihat di dalam obyek peri-
katan peminjaman dalam koperasi simpan pin-
jam pedagang kecil, maka di sana akan terli-
hat jelas bahwa obyek perikatannya berupa mo
dal uang untuk usaha perdagangan. Modal uang
untuk usaha perdagangan ini tentunya dalam
pengembaliannya tidak dapat tetap sebagaima-
na zat barang yang tersebut dalam keadaan as
linya.

Oleh karena itu maka bentuk perikatan
peminjaman dalam koperasi simpan pinjam peda
gang kecil tentunya berbeda dengan bentuk pe
rikatan peminjaman (’ariyah) dalam hal obyek
perikatan.

5. Untuk melengkapi pembahasan mengenai bentuk pemin
Jaman dalam perikatan koperasi simpan pinjam peda
gang kecil ini, maka perlu dikemukakan mengenai
bentuk perikatan qiradl.

391pid, hal. 276.
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a. Pembahasan mengenai bentuk perikatan qiradl i-
ni akan dikemukakan mengenai batasan pengerti-
an, rukun dan syarat-syarat rukun giradl itu
sendiri.

Golongan Hanafiyah mengemukakan  bahwa
al-gqiradl adalah sesuatu barang yang diberi -
kan kepada seseorang agar dikembalikan dengan
sepadannya.

Golongan Syafi’iysh mengemukakan bahwa
makna gqiradl dipakail secara umum menurut Sya-
ra’ dengan makna 'sesuatu yang dipinjamkan". Ke
mudian dipakai dengan makna Igradl artinya me-
minjamkan sesuatu barang. Dan dimaksudkan de-
ngan al-qardlu adalah pemilikan sesuatu barang
dengan kewajiban mengembalikannya yang sepadan
nya.41

Golongan Hanabilah berpendapat bahwa al
gardlu adalah penyershan harta benda bagi sese
orang untuk diambil manfaatnya dan agar dikem-
balikan gantinya. Maka bagl seseorang yang me-
minjami tidak ada hak untuk meminta kembali ba
rang yang asli keadaannya karena akan diberi -
kan penggantiannya.42

Ibnu Qudamah mendefinisikan bahwa al-
gqardlu adalah merupakan akad yang membolehkan

‘

4oébdurrahman Al-Jaziry, Kitabul Fighi
ala Madzahibil ’Arba’ah, Jilid II, Istigamah
Kaero, Etths, hal. 338.

49
42

Tbid, hal. 339

Ibid, nal. 739
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pengambilan manfaat sesuatu barang dengan keha
rusan mengembalikan penggantinya yang setim-
bang.43

H, Moh. Anwar mengemukakan bahwa arti
qaradl ialah memberikan sesuatu kepada orang
lain dengan syarat harus dikembalikan lagi se-
misalnya.

Dengan adanya beberapa batasan pengerti
an mengenai al-qardlu ini maka dapat disimpul
kan bahwa al-qardlu adalah merupakan perbuatan
mugridl (orang yang meminjami) untuk meminjam-
kan barang yang miliknya kepada muqradl (orang
yang meminjam ) agar menggunakan barang terse-
but dengan ketentuan harus mengembalikannya de
ngan sepadannya.

Dari batasan pengertian mengenai al-gardlu ini
maka akan dapat dikemukakan bahwa bentuk peri-
katan al-gardlu mengandung rukun-rukun. Adapun
rukun-rukun al-gardlu adalah 1) Muqridl,yaitu

orang yang memberikan pinjaman, disebut Juga
maqrudl; 2) Muqradl, yaitu orang yang diberi
pinjaman, disebut juga muqtaridl; 3) Asy-Syai-
ul Mugarradl, yaitu sesuatu barang yang dipin-
jamkan; 4) Shighat atau ijab gabul.

1) Rukun al-gardlu yang pertama adalah adanya
mugridl yaitu orang yang memberikan pinjam-
an. Adapun syarat-syaratnya sebagai beri

“3pbi Muhammad Muwafiquddin Abdullah ib
nu Qudamah, Al-Kafy, Juz II, Maktabah Islamy ,
Damaskus, Cet. I, hal. 121

{
44H. Moh. Anwar, Op.cit, hal. 43
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kut:

Golongan Syafi’iyah mengemukakan bah-
Wa disyaratkan bagi muqridl haruslah memili-
ki kekuasaan penuh untuk meminjami (ahlan 1lit
tabarru'), juga bagi muqridl haruslah dalam
keadaan bisa memilih.

Al-Kasany Jjuga mensyaratkan bahwa ba-

gi mugridl haruslah mempunyai kekuasaan un-
tuk meminjami (ahlan 1it-tabarru').46

2) Rukun al-gardlu yang kedua adalah adanya muq
radl yaitu orang yang diberi pinjaman.Adapun
syarat-syaratnya sebagai berikut:

Golongan Syafi’iyah mengemukakan bah-
wa bagi mugradl disyaratkan harus mempunyai
kekuasaan atau keahlian untuk meminjam (ah-
lan lilmuamalah) sebagaimana dalam keadaan
baligh, berakal dan tidak dalam pengampuan a
tau perwalian.47

Golongan Hanabilah mengemukakan bahwa
bagi mugradl disyaratkan memiliki kekuasaan
atau keahlian untuk menggunakan (ahlan litta
barru').48

Al-Kasany Jjuga mensyaratkan bahwa ba-
gi muqradl hendaklah memiliki sifat untuk

“Spbdurrahmen Al-Jaziry, op. cit, haldi

- 46Alaud;n Abi Bakar ibnu Masud Al-Kasany,
Bada’iush-Shanai’, Juz X, Imam Duabelas, Mesir,
(tth), nal. 4987

47Abdurrahman Al-Jaziry, loc. cit.

#81bid, hal. 344
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T4

menéuasai barang dengan sepenuhnya.49

Rukun al-qardlu yang ketiga adalah adanya
asy-syai'ul mugarradl, yaitu barang yang di-
pinjamkan. Adapun syarat-syaratnya sebagai
berikut:

Golongan Syafi’iyah mengemukakan bah-
wa disyaratkan bagi barang yang dipinjamkan
itu hendaknya merupakan barang yang diserah-
kan sesuai dengan sifat-sifatnya. Juga ba-
rang tersebut dapat dimiliki oleh orang yang
meminjam dengan seketika, begitu juga barang
itu sah untuk diperjual belikan secara salgg

Golongan Malikiyah mengemukakan bahwa
semua Jjenis barang yang diterima untuk Jjual-
beli secara salam maka sah untuk dipinjamkan
sebagaimana barang yang dapat ditakar, ditim
bang maupun dihitung.5q

Golongan Hanabilah mengemukakan bahwa
sah meminjamkan semua barang yang diperboleh
kan untuk memperdagangkannya, berupa barang
yang dapat ditakar, ditimbang, diukur  pan-
Jangnya maupun dapat dihitung dan sebagain?g

Ahmad Azhar Basyir MA. mengemukakan
bahwa obyek utang piutang dapat berupa uang

‘ 49Al-Kasany, Loc, cit.
5OAbdurrahman Al-Jaziry, op.cit, hal.341
V1bid, hal. 343

>qpid, hal. 345
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atau benda yang mempunyai persamaan. Adapun
untuk sahnya perjanjian utang piutang obyek
harus memebuhi syarat-syarat sebagai berikut
a) merupakan benda bernilai yang mempunyai

persamaan dan penggunaannya mengakibatkan

nusnahnya benda utang; b) dapat dimiliki; c)
dapat diserahkan kepada pihak yang berutang
d) telah ada pada wektu perjanjian dilakukaa

4) Rukun al-qardlu yang ke-empat adalah shighat
yaitu ijeb qabul. Adapun syarat-syaratnya se
bagai berikut:

Ibnu Qudamah mengemukakan bahwa di da
lam shighat al-gardlu sah menggunakan lafazh
al-qardlu (perkatasn peminjaman) dan juga
sah menggunakan semua perkataan yang menun -
jukkan meksud peminJjaman.

Ahmad Azhar Besyir MA. mengemukakan,
bahwa unsur-unsur perjanjian utang piutang a
dalah ijab qabul. Ijab adalah pernyataan da-
ri pihak yang memberi utang dan kabul adalah
penerimaan dari pihak berutang. Ijab qabul
tidak herus dengan lesan, tetapi dapat pula
dengan tulisan bahkan dapat juga terjadi de
ngan isysrat bagi orang bisu.

Golongan Hanafiyah mengemukakan bahwa
di delam skad pinjam meminjam dilarang men -

I3

53Ahmad Azhar Basyir, Hukum Islam Ten -~
tang Riba Utang Piutang Gadai, Almaarif,Bandung
Cet. II, 198%, hal. 38

5"'LIbnu Qudamah, ILoc. cit.

5DAhmad Azhar Basyir, Ioc. cit.
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syaratkan adanya manfaat bagi peminjam kecua
1li pemberian manfaat bagi peminjam tanpa di-
syaratkan dalam akad.

Golongan Syafi’iyah mengemukakan bah-
wa di dalam pelaksanaan Pinjam meminjam itu
tentu ada ijab dan qabul. Ijab itu kadangka-
la berbentuk jelas dan kadangkala berbentuk
kinayah dan ijab qabul dalam peminjaman ti-
dak ditentukan secara pasti.57

Demikian ini pembahasan mengenai ba-
tasan pengertian, rukun-rukun dan syarat-sya
rat rukun al-gardlu Yang akan dapat diguna -
kan sebagai pPerbandingan dengan bentuk peri-
katan peminjaman Yang ada di dalam koperasi
simpan pinjam pedagang kecil.

Unsur atau rukun al-gardlu yang keti-
ga adalah asy-syaiul mugarradl, yaitu semua
zat barang yang dipinjamkan. Bila dilihat da
ri rukun al-qardlu yang ketiga ini maka da -
pat dikemukekan bahwa bentuk perikatan pemin
Jjaman dalamkkoperasi Simpan Pinjam Pedagang
Kecil akan terdapat kesamaan dalam hal obyek
perikatan.

Bila diperbandingkan antara pembahas-
an mengenai bentuk perikatan ’3ariyah dengan
bentuk perikatan al-qardlu, maka akan terda-
pa% perbedaan dalam hal obyek perikatan. Da-
lam hal ini Al-Kasany menegaskan bahwa se-
sungguhnya mugradl itu mempunyai kekuasaan

56Abduri‘ahman Al-Jaziry, op.cit, hal. 340

>7Ibid, hal. 341
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penuh dalam penggunaan barang dengan berba-
gai cara yang ia kehendaki tanpa menunggu i-
zin dari orang yang mempunyai (muqridl) dan
ia bebas mentasharrufkannya sebagaimana hal
nya menjual menghibahkan maupun menshadagah-
kannya. Adapun i’arah adalah pemilikan manfa
at bukanlah pemilikan zat barang. Oleh kare-
na itu maska suatu barang yang tidak mungkin
diambil manfaatnya tanpa tetapnya zat barang
maka akan menjadi pemilikan zat barang dan
pemilikan manfaat barang. Sedangkan i’arah
hanyas kekuasaan untuk menggunskan barang de-
ngan pemilikan manfaat barang.58

Bentuk Koperasi Simpan Pingjam “eda~
gang Kecil ini juga ditinjau dari su-
dut "perkumpulan bersama para pedagang kecil"

Di dalam pembahasan hukum Islam dike-
nal adanya suatu istilah yang disebut dengan
"Asy~Syirkah". Pembahasan mengenai asy-syir-
kah ini skan dilengkapi dengan mengemukakan
tentang batasan pengertian, macam-macam atau
bentuk-bentuk dan rukun-rukun asy-syirkah.

Syekh Muhammad Khathib Syarbiny, men-—
definisikan bahwa asy-syirkah menurut Syara’
adalah penetapan hak-hak bagi dua orang atau
lebih pada sesuatu barang atas dasar perseku
tuan.59

58A1-Kasany, op. cit, hal. 4985

>9Syekh Muhammad Khathib Sysrbiny,op.
cit, hal. 211
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Ibnu Syihabuddin mengemukakan  bahwa
asy-syirkah menurut Syara’ adalah penetapan

adanya hak milik persekutuan pada sesuatu ba
rang yang satu atau akad yang menuntut ada-
nya hak-hak persekutuan.6o

Abdurrahman Al-Jaziry mengemukakan
bahwa mekna asy-syirkah menurut lughat ada-
lah mencampur salah satu dari dua harta ben-
da dengan harta yang lain sehingga tidak da-
pat memisahkan antara keduanya. Adapun menu-
rut istilah asy-syirkah adalah membedakan de
ngan nmembedakan macam-macamnya, karena asy -
syirkah itu dapat dibagi menjadi Syirkah HMu-
fawadlah, Syirkah ’Inan, Syirkah Abdan dan
Syirkah Wujuh.®’

H. Moh. Anwab mengemukakan bahwa arti
asy-syirkah menurut istilah adalah akad per
Janjian yang menetapkan adanya hak milik ber
sama antara dua orang atau lebih yang berse-
kutu atau bersero.62

Dari beberapa pendapat ini dapat di-
simpulkan bahwa asy-syirkah menurut batasan
Syara’ adalah penetapan hak milik bagi dua o
rang atau lebih atas sesuatu barang karena
didasarkan ikatan persekutuan.

Asy-Syirkah ini mempunyai macam yang
berbeda-beda.

60Ibnu Syihabuddin, op. cit, hal. 2

1 pbdurrahman Al-Jaziry, Kit3bul Fighi
Ala Madzahibil Arba’gh, Jilid III, Istiqamah
Kaero, Ztths, hal. 63.

©2H. Moh. Anwar, op. cit, hal. 61
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Golongan Hanafiyah membagi asy-syirkah

kah menjadi dua bagian besar, yaitu:

a.

Syirkah Milik yaitu suatu ibarah dari sua-
tu pemilikan oleh dua orang atau lebih péda
suatu zat barang tanpa adanya akad syirkah
Syirkah Aked, yaitu ibarat dari akad yang
terjadi di antara dua orang atau lebih un-
tukx bersekutu dalam harta benda dan keun-
tungannya. Untuk syirkah milik dibagi men-
jedi dua
1) Syirkah Jabar, yakni perkumpulan dua o-
rang atau lebih di dalam pemilikan zat
barang secara terpaksa, sebagaimana har
ta warisan
2) Syirkah Tkhtiyar, yaitu perkumpulan dua
orang atau lebih di dalam pemilikan zat
barang dengan secara ikhtiyar. Adapun
syirkah akad terbagi menjadi tiga macam
yaitu: a) dengan mal; b) dengan abdan;
¢) dengan wujuh. Dan setiap satu dari
tiga macam ini dibagi menjadi dua bagi-
an yaitu: a) Mufawadlah; dan b) Inan.

a) Yang dimaksud dengan Syirkah mal ada
lah ibarat dari dua orang atau lebih
yang bersepakat untuk menerima dari
mereka berupa kumpulan uang atau har
ta dengan menjalankannya untuk menda
patkan keuntungan dan setiap anggota
persekutuan akan mendapatkan bagian
yang telah ditentukan dari keuntung-
an yang didapat. Syirkah mal ini di-
bagi menjadi dua, yaitu:
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(1) Syirkah mufswadlah dengan mal, ya
itu ibarat tentang dua orang atau

lebih yang mengadakan akad untuk
berserikat dalam kerja dengan sya
rat sama di dalam harta,menjalan-
kan usezha dan utang mereka dan se
tiap anggota menanggung dari yang
lain dalam hal kewajiban menjual
dan membeli seakan dia wakil da-
lam hal ini '

(2) Syirkah inan dengan mal yaitu ji-
ka dua orang bersekutu dalam satu
macam usaha perdagangan, atau dua
orang yang bersekutu dalam semua
macam usaha perdagangan dan tidak
mencantumkan tanggungan.

Perbedaan antara syirkah mufawadlah
dan syirkah inan, adalah, dalam mufawa
dlah hendaknya setiap anggota perse -
kutuan mempunyai keahlian untuk menarng
gung, oleh sebab itu héhdaknya mereka
itu baligh dan hendaknya harta pokok
nya sama. Ini berbeda dengan syirkah
inan karena di dalamnya tidak disya-
ratkan yang demikian.

Yang dimaksud dengan syirkah a’mal a-
tau abdan adalah kesepakatan dua pe-

kerja atau lebih yang bersekutu de-
ngan tanpa harta, mereka menerima pe-
kerjaan yang digarap bersama dan di-
perbolehkan bila salah satu dari mere
ka menjadi wakil dari temannya dalam
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menerima pekerjaan, baik pekerjaan yang
terus menerus maupun tidak. Syirkah ab-
dan dibagi menjadi dua yaitu (1) Mufawa-
dlah; dan (2) Inan.

(1)

(2)

Syirkah abdan mufawadlsh yaitu Jjika

di dalam syirkah itu disebutkan la-
fazh atau mekna mufawadlah dengan di
syaratkan Jjika kedua pekerja itu me-
nerima pekerjaan hendaknya sama dan
hendaknya szma pula dalam keuntungan
dan kerugian dan hendaknya salah sa-
tu dari mereka berdua menanggung te-
mannya yang lain sebab berhubungan
dengan syirkah ini.

Syirkah abdan inan, adalah jika ke-
duanya mensyaratkan berbedaan dalam
pekerjaan dan keuntungan. Jika sala
satu dari keduanya harus mengerjakan
dari garapannya dua pertiga sedang
Yang lain harus mengerjakan seperti-
ganya, maka keuntungan dan kerugian
disesuaikan dengan pekerjaan mereka
berdua. Dan keduanya menyebutkan hen
daknya dengan lafazh inan.

Yang dimaksud dengan syirkah wujuh a
dalah jika dua orang berserikat dan
keduanya tidak mempunyai modal harta
akan tetapi keduanya mempunyai suatu
kepercayaan di kalangan masyarakat
sehingga keduanya dipercaya dengan
sungguh bila memperdagangkan dengan
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harga yang bertempo dan keuntungan-
nya untuk mereka berdua. Syirkah wu-
juh ini dibagi dua yaitu (1) Mufawa-
dlah; dan (2) Inan.

(1) Syirkah wujuh mufawadlah, yaitu

bila mereka berdua sama-sama me-
nanggung dan sama-sama men jual
separoh-separoh dengan harga ma-
sing-masing dan sama-sama dalam
pembagian keuntungan dan hendak
nya keduanya melafazhkan dengan
mufawadlah dan keduanya menyebut
kan maksud yang mengikuti sehing
ga Jjelas dan yakinlah bahwa ke-
duanya menjadi wakil dari yang
lain dan tanggungan yang satu
menjadi tanggungan yang lain.

(2) Syirkah wujuh inan, yaitu bila

ada perbedaan pada sesuatu ba-
rang dari perikatan ini, sebagai
mana bila salah satunya dari o-
rang yang menanggung atau kedua-
nya melebihkan dari apa-apa yang
dijualnya, atau keduanya tidak
menyebutkan tentang sesuatu yang
. - menunjukkan mufawadlah.

Golongan Hanabilah mengemukakan bahwa syir—

kah itu dibagi menjadi dua bagian besar, yaitu
a. Syirkah Mal, yaitu kumpulan dua orang atau le-
bih dalam mendapatkan hak sesuatu zat barang,

53 pbdurrahman Al-Jaziry, op. cit, hal.6?
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baik dengan pewarisan penjualan maupun dengan
hibah dan sebagainya dan tidak ada perbedaan
antara mereka Jjika mereka memiliki zat barang
beserta manfaatnya atau mereka memiliki barang
tanpa manfaatnya atau memiliki manfaat barang
tanpa barangnya.

Syirkah Akad, yaitu persekutuan dua orang atau
lebih dalam suatu usaha. Syirkah akad ini ter—
diri deri

1) Syirkatul Inan, yaitu persekutuan antara

2)

3)

dua orang atau lebih dengan sejumlah harta
untuk dijalankan bersama-sama dalam mening4
katkan atau mengembangkan harta mereka dan
keuntungannya dibagi di antara mereka se-
suai dengan perjanjian mereka atau perseku-
tuan antara dua orang atau lebih dengan har
ta mereka untuk dijalankan oleh salah satu
dari mereka Saja, dengan syarat bagi peker-
Jjanya akan mendapatkan keuntungan yang le-
bih dari keuntungan hartanya karena bagian
keuntungan ini disesuaikan dengan pekerjaan
nya.

Syirkatul Wujuh, yaitu persekutuan dua o~
rang atau lebih untuk menjual barang pernia
gaan dengan harga yang ada dalam tanggungan
keduanya karena didasarkan atas kepercayaan
keduanya dan keuntungannya dibagl sama-sama
di antara mereka.

Syirkatul Abdan, yaitu persekutuan dua o-

rang pekerja atau lebih untuk menjalankan u
saha dengan tenaganya dan usaha menjual be-

likan barang dengan menerima upah.
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4) Syirkatul Mufawadlah, yaitu persekutuan da-
lam usaha mengembangkan harta yang disertai

pemberian ganti bagi setiap pemlllknya.64
Ibnu Qudamah mengemukakan bahwa asy-syirkah

itu terbagi menjadi empat macam, yaitu

a.

Syirkatul Inan, yaitu bila dua orang yang berse
kutu dengan harta keduanya untuk menjalankan u-
saha bersama dengan menggunakan tenaga mereka
berdua, bila mendapatkan untuk mereka berdua,bi
la terdapat kerusakan pada harta mereka maka di
Tanggung mereka berdua, bila rugi maka kerugi-
an itu ditutup berdasarkan taksiran harta mere-
ka berdua. Oleh karena itu maka keduanya menja-
di kesatuan yang sempurna dalam pembagian keun-
tungan dan tanggungan kerugian.

Syirkatul Abdan, yaitu persekutuan dua orang un
tuk mengerjakan sesuatu pekerjaan dengan tenaga
mereka berdua.

Syirkatul Wujuh, yaitu persekutuan dua orang un
tuk memperdagangkan sesuatu barang dengan meng-
gunakan kepercayaan dalam perdagangan tanpa ada
modal bagi mereka berdua. Jika mereka menjual -
belikan barang hendaknya atas kesepakatan mere-
ka berdua baik dibagi sama-sama atau dilebihkan
salah satu. Dan keuntungan yang dihasilkan akan
dibagi mereka berdua sesuai dengan kesepakatan
mereka berdua.

Syirkatul Mufswadlah, yaitu persekutuan dua o-
rang dalam segala sesuatu yang mereka punyai
dan tidak ditetapkan di antara mereka berdua da

®41pid, hal. 75
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ri fanggungan.65

Dengan dikemukannya pembahasan mengenai ba-
tasan dan macam-macam syirkah maka dapat disimpul-
kan bahwa sy-syirkah secara umum mempunyai tiga ru
kun yaitu (1) dua orang atau lebih yang mengadakan
akad; (2) shighat atau ijab qabul; (3) tempat syir
kah, yakni harta, tenaga maupun kepercayaan.

Dengan mengetengahkan pembshasan mengenai
batasan pengertian, macam-macam dan rukun-rukun
asy-syirkah maka dapat dijadikan sebagai perbar-
dingan dalam membahas mengenai bentuk perikatan Ko
perasi Simpan PinJjam Pedagang Kecil dari sudut tin

Jjauvan "perkumpulan bersama para vedagang kecil".
Bila bentuk "perkumpulan bersama para pede-—

gang kecil" dalam koperasi ini dikaitkan dengan
bentuk perikatan asy-syirkah, maka akan texrdapsat
kesamaan sebagaimana bentuk "syirkah abdan" yang
dikemukakan oleh golongan Hanabilah dan Qudamah.

Akan tetapi bila dikaitkan dengan adanya pa
sal 4 ayat b Anggaran Dasar Koperasi ini mengenai
persyaratan simpanan pokok .dan dikaitkan dengan a
danya pasal 29 mengenai pembagian sisa hasil usaha
maka bentuk ini akan terdapat kesamaan dengan ben-
tuk "syirkah inan" yang dikemukakan oleh golongan
Hanabilah dan Ibnu Qudamah dan oleh golongan Hana-
fiyah disebut dengan "syirkah mal".

Dengan menelusuri berbagai bentuk khusus a-
tau ciri-ciri dari bentuk koperasi simpan Pinjam
pedagang kecil dan memperbandingkannya dengan ben-

65Ibnu Qudamah, op. cit, hal. 276

66Abdurrahman Al-Jaziry, op. cit, hal. 76

[/
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tuk perikatan Wadi’ah, bentuk perikatan ’Ariyah ,
bentuk perikatan Qiradl, bentuk perikatan Asy-Syir

kah di dalam pembahasan hukum Islam, maka dapat di

simpulkan bahwa bentuk Koperasi Simpan Pinjam Pe-

dagang Kecil ini merupakan bentuk perikatan khu -

sus bukan merupakan bagian dari suatu bentuk peri-

katan yang sudah ada.

B. Tinjauan terhadap usasha untuk mencapai tujuan

Pembahasan mengenal usaha-usaha untuk menca -

pai tujuan koperasi dalam tujuan hukum Islam ini ki-
ranya meliputi tinjauan terhadap ke-empat pokok pem-
bahasan sebagaimana yang telah dikemukakan di dalam
beb IIT pasal B.

Dari ke-empat pokok pembahasan itu akan dapat

diambil tiga pokok pembahasan dalam tinjauan  hukum
Islam yaitu

1.

Mengenali persyaratan keanggotaan yang berupa sim-
panan pokok, sebagaimana tercantum dalam pasal 4
ayat b

Mengenai pengembalian uang pinjaman yang disertai
bunga sebesar 20% pertiga bulan, sebagaimana da-
lam pasal 21 ayat 4

Mengenali pemberian imbalan Jasa bagi pengurus
dan badan pemeriksa, sebagaimana tercantum dalam
pasal 10 dan pasal 20.

Pembahesan mengenai pasal 4 ayat b

Persyaratan menjadi anggota penuh dalam ko

perasi simpan pinjam pedagang kecil ini di antara
nya adalah telah menyatakan kesanggupannya untuk
melunasi uang simpanan pokok.
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Kesanggupan untuk melunasi uang simpanan
pokok ini merupakan suatu perjanjian dalam peri-
katan simpan pinjam.

Di dalam pembahasan hukum Islam, mengenai
perjanjian atau persyaratan dalam perikatan telah
diatur dengan Jjelas. Rasulullah Saw. telah bersab
da dalam sebuah hadits yang berbunyi:

by s 0sh At alsTdU Ly sl Jsm) Ji ible o8
o3l ~-)U/\BQM"J Q’ﬂ%wﬂ org uUJuW’

( Oadlols)y bbb sl =y
Dari Aisyah Rasulullah Séb. bégéabda° Baé2£%ana

pikiran orang-orang yang membuat syarat-syarat
yang tidak ada dalam Kitabullah, sedang barangsia
pa yang rembuat syarat yang tidak sesuai dengan
Kitabullah itu tidak ada arti baginya  sekalipun
ia membuat seratus syarat.

Syarat yang sesuai dengan Kitabullah ada-
lah syarat yang tidak menghalalkan yang haram dan
syarat yang tidak mengharamkan yang halal. Di da-
lam AQ: S. Maidah Allah berfirman:

(Ve gUD) )Mu)gj\\y\(fjl@lb

Hai orang-orang yang beriman penuhilah a-
kad-axad itu.

Artinya:

Yang dimaksud dengan akad (perjanjian) mencakup
janji prasetia hamba kepada Allah dan perjanjian

’

675ukhary, Shaheh Bukhary, Juz III, Darusy
Syi’by, (tth), hal. 259

683epartemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terje
mahnya, Proyek Pengadaan Yltab Suci Al-Qur'an,De-

pag RI, Pelita I1/1978, hal. 156.
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yanggdibuat oleh manusia dalam pergaulan sesama-
nya.

Memenuhi suatu Jjanji adalah merupakan sua-
tu kewajiban bila janji itu sesuai dengan aturan
Allah SW¥. dan Rasul-Nya.

Perjanjian atau syarat ini adalah merupa-
kan perbuatan yang sangat mengikat bagi adanya
perhubungan hukum atau perikatan. Perjanjian ini
bila ditinjau dari segi melakukannya, maka dapat
dibedakan menjadi tiga bagian, yaitu

1. Perjanjian sebelum akad
2. Perjanjian dalam skad
3. Perjanjian sesudah akad.

Perjanjian sebelum akad tidaklah dapat
mempengaruhi kedudukan sesuatu perkara sehingga
ia mengharamkan sesuatu atau menghalalkannya. Per
janjian dalam akad dapat mempengaruhli keadaan se-
suatu sehingga ia bisa mengikat dan tidak boleh
dilanggar kecuali perjanjian itu melanggar Syari-
‘at Islam. Adapun perjanjian sesudah akad sama de
ngan perjanjian sebelum akad, yaitu tidak mempe -
ngaruhi dan tidak mengikat sesuatu perkara dan de
ngan kata lain tiggk dapat mengharamkan atau meng

Perjanjian dalam akad inilah yang akan da-
pat membawa kepada adanya hukum yang harus ditaat
sedangkan perjanjian sebelum zkad dan sesudahnya

halalkan sesuatu.

®91bid, hal. 156

70Syekxh Ali Hasan Ahmad Addary, Op. Cit
hal. 16
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bukanlah termasuk perbuatan yang mengikat sehing-
ga tidak dapat menghalalkan atau mengharamkan se-
suatu perbuatan.

ifenyatakan kesediaan untuk melunasi uang
simpanan pokok dalam perikatan simpan pinjam ini
adalah termasuk perjanjian yang ada di dalam akad.
Akad dalam perikatan simpan pinjam ini dapat ber-
bentuk lesan dan dapat berbentuk tulisan, hal ini
diperbolehkan, demikian pendapat Syekh Ali Hasan
Ahmad Addary.71

Dengan menyatakan kesediaan untuk melunasi
uang simpanan pokok ini, maka setiap calon anggo-
ta koperasi berubah statusnya menjadi anggota pe-
nuh dalam koperasi.

Perjanjian semacam ini pada dasarnya tergo
long perjanjian yang harus ditaati karena pada
prinsipnya simpanan itu akan kembali lagi kepada
setiap anggota masing-masing, sedangkan setiap
anggota koperasi dapat menikmati modal untuk u-
saha perdagangan secara bergantian.

Dengan demikian maka pernyataan kesediaan
untuk melunasi uang simpanan pokok dalam perikat-
an koperasi simpan pinjam pedagang kecil yang ter
cantum dalam pasal 4 ayat b Anggaran Dasar Kopera
si ini adalah termasuk salah satu bentuk tolong
menolong dalam meningkatkan usaha perdagangan.

Hal ini sesuai dengan ajaran Islam, berda-
sarkan firman Allah SW?. di dalam QS.Al-Maidah a-
yat 2: “

Slaalls 25 ¥ ge 1 Yy s mls S1 Je 5 5L

(v + 05U

?11pid, hal. 3



90

Artinya:
Dan tolong menolonglah kamu dalam mengerja
kan kebajikan dan taqwa dan Jjanganlah tolong
7

menolong dalam berbuat dosa dan pelanggarand

Pembahasan mengenai pasal 21 ayat d

Setiap anggota koperasi yang meminjam uang
untuk usaha perdagangan akan dibebankan pembayar—
an bunga dalam pengembalian pinjamannya. Pengemba
lian pinjaman beserta bunga ini secara berangsun
ada yang setiap hari pekan (pasaran). Pengembali-
an bunga pinjaman itu sebesar 20% pertiga bulan.
Angsuran pembayaran iniberdasarkan atas perjanji-
an yang dibuat antara setiap anggota dan pengurus
koperasi itu sendiri.

Bagi setiap anggota berhak untuk mempertim
bangkan dan meminta ketetapan untuk mengadakan
angsuran pembayaran pinjaman beserta bunga. Hal
ini akan disesuaikan dengan potensi ekonomi, sara
na dan sistem sosial masyarakat di mana anggota
koperasi sebagzi warga.

Pemberian keleluasaan pertimbangan oleh pe
ngurus untuk setiap anggota koperasi yang memin -
jam ini didasarkan pada pasal 12 ayat e dan pasal
5 ayat.f Anggaran Dasar Koperasi.

Di dalam pembahasan hukum Islam, mengenai
perikatan pinjam meminjam dengan berbunga ada di-
kenal suatu istilah Riba. Rasulullah Saw. pernah

72Departemen Agama RI, op. cit, hal. 157
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bersabda: ‘ '
Artinya: (MO\J/) LJB‘F‘

Dari Abi Hurzirah r. a. berkata:Rasulullah
Saw. telah bersabda; maka barangsiapa yang me
nambah atau meminta tambah, maka itu termasuk
riba.73
Hadits ini bermula menunjukkan suatu perin
tah untuk mengembalikan utang emas dan perak de-
ngan setimbang dan senilai kadarnya, akan tetapi
pada akhir hadits Rasulullah menandaskan bahwa se
mua yang meminta tambah adalah termasuk riba.
A. Hasan mengemukakan bahwa riba itu arti-
nya pada lughat adalah tambahan, dan artinya di-
Syara®’® ialah satu tambahan yang diharamkan di da
lam urusan pinjam meminjam.74 Al-Qasimy menta’rif
kan bahwa riba adalah suatu tambahan harta yang
tidak ada imbalannya atau iwadlnya pada tukar me-
nukar harta dengan harta.
Syekh Muhammad Ald As-Sayis mengemukakan
bahwa riba berarti tambahan dan dalam agama berar
ti menambah uang tanpa ganti yang lain uang de-

VaAbul Husen Muslim ibnu HajjaJ ibnu Mus-
lim Al-Qusyaeri An-Nisabury, Shaheh Muslim,Jux I,
Dahlan Bandung, (tth), hal. 693

74A. Hassan, Riba, Persis, Bangil, Cet. I,
1975, hal. 5

75Muhammad Jamaluddin Al-Qasimy, Tafsir al
sasimx, Juz III, Isa Al-Babi Al-Halaby, 1957, hal
00.
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ngan uang.76

Ash-Shan’any mengemukakan bahwa riba berar
ti tambahan dan dipakai secara umum makna riba a-
dalah semua jual beli yang diharamkan.77

Dari beberapa batasan yang telah dikemuka-
kan oleh para ulama' mengenai riba, maka dapat di
simpulkan bahwa riba menurut makna lughah adalah
tambahan. Adapun riba menurut istilah Syara’® ada-
lah tambahan pada jual beli, pinjam meminjam dan
tukar menukar yang dilarang.

Di dalam Al-Qurlan ada beberapa ayat Yyang

menerangkan tentang larangan riba, antara lain:
: A ae

St s ayi U Wepnssa ¥ U 6l Ty o
o e 25 ool
oy sl s 1S AT r Ahisnosla R LD
e bbbl sleons 4B L

Artinya: <fy”’ 499”31

Orang-orang yang makan (mengambil) riba ti
dak dapat berdiri melainkan seperti berdiri -
nya orang yang kemasukan syetan lantaran (te
kanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang de-
mikian itu adalah disebabkan mereka berkata
(berpendapat), sesungguhnya Jjual beli itu sa-
ma dengan riba, padahal Allah telah menghalal
kan jual beli dan nengharamkan riba. Orang—o-
rahg yang telah sampal kepadanya larangan da-
ri Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengam
bil ‘Tiba) maka baginya apa yang telah diambil

76Syekh Muhammad Ali As-Sayis, Tafsir A -
yatil Ahkam, Penterjemah R. Lubis Zamaksyari, Al
maarif, Bandung, Cet. I, 1980, hal. 324

77 Ash~-Shan'any, Op. cit, hal.?6
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nya dahulu (sebelum datang larangan) dan urus
annya terserah kepada Allah. Orang yang kemba
1i (mengambil riba) maka orang itu adalah
penghuni neraka, mereka kekal di dalamya.?78

Di dalam Surat Ali Imran ajat 130, Allah

SWi. berfirman:

G- e 1 1 e
aw\\;v\_gw\,p\;\g‘o\b)!l}%bﬁ\y\og));\w,ﬂ{
Artinya: (xe OV ALY U;}mﬂ_ﬁ;}

Hai orang—-orang yang beriman janganlah ka-
mu memakan riba dengan berlipat ganda dan ber
tagwalah kamu kepada Allah supaya kamu menda-
pat keberuntungane.

Di dalam hadits Rasulullah Saw. juga ada

yang melarang riba, antara lain:

dJJ/}Lﬁ\)jJ‘&( ) )wd\ﬁ\dw}ai )WUM‘M()&
Aln ) alyyy ADEIAupLis g

Dari Abdullzh ibnu Mas’ud sesungguhnya Rasulullah
Saw. telah melaknat pemakan riba, pembantunya dan
dua orang saksi dan penulisnya.

Dari kedua ayat tersebut di atas dan diser
tai sebuah hadits Nabi Saw, maka dapat disimpul -
kan bahwa riba merupakan perbuatan yang dilarang
baik melalui Nash Al-Qur'an dan Al-Hadits.

Di samping adanya tambahan yang dilarang
yang disebut riba, ada Jjuga sesuatu tambalmn yang
tidak dilarang, sebagaimana disebutkan dalam se-

78Depar‘~:emen Agama, QD. cit, hal. 69
79Tpid, hal. 97

80,11 Apdillsh Muhammad ibnu Yazid Hl-Qaz-

winy, ibnu Majah, Sunan Tbnu Majah, Juz I, Isa
Al-Babi Al1-Halabi, 1952, hal. 76
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buah hadits M,PV«UJJ\J)J») anianl J ?}‘U‘uﬁ
: ¢ s ¢ e :

o G gt Ol Buplord:l 2 L

oo Gl Lol LLa W W Ll a1 S

" yoly i oV, 'l o b v O\ \
D;r>i9 ;&gir %éé‘;’;\ggfkgma)sﬁu%‘]gh%ag\? or\ﬂge\ﬁggam
satu onta muda, sesudah itu datang kepada Nabi on
ta-onta zakat maka beliau perintah saya untuk mem
bayar satu onta muda kepada seorang laku-laki. Ma’
ka saya berkata, di antara onta~onta itu tidek a-
da, melainkan onta yang bzik yang berumur empat
tahun. laka sabda Nabi Saw: Berikanlah kepadanya
karena sebaik~baik manusia itu adalah mereka yang
sebaik-baik éara membayér pinj.amannya.elI

Hadits ini memberikan petunjuk bahwa tidak
semua tambahan dalam perikatan pinjam-meminjam i-
tu dilarange.

Di dalam pembahasan mengenai riba ini, le-
bih lanjut akan dikemukakan mengenai macam-macam
riba.

Dr. Ahmad Muhammad Al-Assal dan Dr. Fathi
Ahmad Abdul Karim mengemukakan bahwa riba itu ada
due macam, yaitu (1) Riba Nasiah, (riba karena pe
ngunduran waktu); (2) Riba Fadlel (riba penambah-
an) yaitu setiap penambahan tanpa pengganti dalam

tukar menukar barang dengan barang yang

8qAbi Dawud Sulaiman ibnul Asyats As-Sajas
tany, Sunan Abi Dawud, Juz III, Darul Ihya'is-Sun

nah, (tth), hal. 2438.
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sejenis.82 .
Syekh Ali Hasan Ahmad Addary membagi riba

itu menjadi tiga macam bertuk, yaitu (1) Riba Na-
siah, ialah pertambahan hutang yang disebabkan
bertambahnya waktu pengembalian dari waktu yang
telah ditentukan oleh pihak yang menghutangkan 3
(2) Riba Fadlel, ialah tambahan yang diperoleh se
seorang sebagai imbalan dari pertukaran barang
yang sejenis dari benda-benda ribawi; (3) Riba Na
sa', ialah jual beli atau tukar menukar yang ber—
tangguh dalam barang-barang ribawi, baik ia sama
timbangannya atau tidak.83

Dari kedua pendapat ini dapat disimpulkan,
bahwe macam-macam riba itu di antaranya adalah
bensuk "Riba Nasiah" yaitu bertambahnya hutang
yang disebabkxan bertambahnya waktu pengembalian -
nya dari waktu yang telah ditentukan oleh pihak
yang menghutangkan.

Untuk menjelaskan praktek riba nasiah ini
maka perlu dikemukakan beberapa pendapat mufassi-
rin dalam menafsirkan ayat-—ayat riba.

Asy-Syaukany mengemukakan dalam Fathul Qa-
dir sebagai berikut: "Dan kebiasaan yang dilaku~-

kXan oleh orang-orang Jahiliyah, bahwasanya bila
telah tiba saatnya membayar hutang berkatakah

82)nmad iuhammad Al-Assal dan Fathi_ Ahmad
Abdul Karim, An-Nizhamul Tqtishadi Fil Islam Maba
di'uhu Wa Ahdafuhu, Terjemahan O. Abu Ahmadi Ansle
$i Umar oSitanggal, Sistem Ekonomi Islam Prinsip
prinsip dan Tujuan-tujuannya, Bina Ilmu, Surabaya
1080, hal. =.

835yekh Ali Hesan Ahmad Addary, Op. cit
hal. 36
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orang yang berpiutang kepada orang yang berhutang
"gpakah kamu 1unasi hutangmu atau kamu tambah) ma
ka bila tidak dapat melunasinya, maka bertambah -
1ah hutang bagi si-berhutang dan ia boleh menunda
pembayarannya hingga batas waktu yang tertentu.BLIr

Svkeh Muhammad Rasyid Ridla mensitir penda

pat Ibnu Jarir sebagal berikut: "Dan cara orang
Jahiliysh memakan riba adalah bahwasanya jika se-
seorang di antara mereka mempunyai hutang kepada
yang laln, kemudian sampail waktu membayarnye maka
berkatalah orang yang berhutang kepada yang ber-
piutang 'perpanjanglah tempo kepadaku untuk memba
yar hutangmu'dan akan aku tambah hartamu',85 dan
yang dikehendaki dengan riba di dalam ayat adalah
praktek yang terkenal di masa jahiliyah yang beru
pa nasiah, yakni apa-apa yang diambil dari harta
karena adanya tempo penundaan atau mengakhirkan
dalam melunasi hutang. Maka jika ada seseorang
yang berhutang kepada yang lain dengan tempo yang
berbeda sebabnya baik dengan sebab harga barang
yang {a beli dari orang 1ain msupun dengan sebab
hutangan yang ia berhutang dari orang lain, maka
jika telzh datang waktu untuk melunasi hutangan
dan bagi siberhutang tidak punya harta yang cukup
untuk melunasinya, maka siberhutang meminta kepa-
da siberpiutang untuk menangguhkan utang dalam sa
tu temﬁo dan ia menambah dalam herta dan perbuat-
an demikian ini secara berulang-ulang sehingga

84Nuhammad ibnu Ali ibnu Muhammad Asy-Syau

kany, Fathul Qadir, Juz I, iushthafa Al-Babi Al-
Halabi, liesir, Cet. II, 1964, hal. 204

85Syekh puhammad Rasyid Ridla, Tafsir Al-
Yanar, Juz IIT, Al-Manar, Mesir, 1928, hal. O4.

—————
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jadilah "adl'afan mudla’afah", artinya berganda-
ganda.86 Ibnul Qoyyim dalam I'lamul Muwagifin me
mengatakan, riba itu ada dua macam yaitu: Riba
Jaly dan Riba Khafi. Adapun Riba Jaly telah diha-
ramkan karenes mendatangkan dlarar atau kesusah-
an yang besar. Riba Jaly ini adalah riba nasiah
yaitu riba yang dilakukan oleh orang-orang Jjahili
yah seperti bila menunda pelunasan hutang dengan
menambah dalam harta dan pada akhirnya harta itu
terus8$ertambah sehingga harta seratus jadilah se

¥ahmod Saltot mengemukakan bahwa, tidaklah
ada suatu keraguan bahwasanya di dalam Al-Qur'an

ribu.

Allah SWP. telah mengharamkan bagi orang-orang
mukmin untuk mengadakan perikatan dengan riba.Dan
riba ini adalah "riba adl’afan mudla’afah".88

Fenurut KH{ Syukri Ghazali bahwa riba an-

nasiah ini adalah melipat gandakan ‘mpéﬁggﬁbali
an sesustu pinjamen. Misalnya si A meminjam kepa-
da si-B sebanyak Rp 100,- dengan ketentuan dalam
tempo sebulan harus dikembalikan sebanyak Rp 110
(bunga 10%). Jika si-A pada bulan yang ditentukan
belum sanggup mengembalikan, meka pinjaman pokok
nya menjadi Rp 110,- dan pada bulan berikutnya si
A harus mengembalikan Rp 110,- dan Rp 11,- (10 %
dari pinjaman pokok) = Rp1271,- Dan ini berantai

terus sampai si A sanggup melunasi hutangnya. Hal

861134, hal. 113
871pbid, hal. 114

88Mamod Saltot, Al-Fatawa, Darul Qalam,Cet
IIT, (tth), hal. 353



g8

semacam inilah yang dimaksud melipat gandakan
(adl’afan mudla’afah) yang termaktvb dalam  ayat
130 surat Ali Imran.

Dengan mengemukakan tentang pengertian ri-
ba an-nasiah yang dilengkapi dengan penjelasan pa
ra mufassirin mengenai prakteknya, maka dapat di-
simpulkan sebagai berikut

2. Riba An-iiasiah yang betul-betul diharamkan ada
lah riba an-nasiah di zaman Jahiliyah atau di-
sebut dengan riba Jjahiliyah

b. Riba Jjahiliyah mempunyai sifat-sifat sebagai
berikut

1) Berganda-ganda, yakni riba jahiliyah itu si
fatnya bertingkat-tingkat

2) Dlarar, yekni riba Jahiliyah itu  bersifat
membawa kesusahan atau kemelaratan

Somwe——

3) Faksaan, yakni riba Jjahiliyah itu bersifat
memeksa kevada si-berhutang untuk membayar
utangnya bile sudah sampai temponya atau me
nambah.

Dengan melihat kesimpulan mengenai riba an
nasiah ini, maka akan dapat dijadikan sebagai pem
banding dslam membahas masalah pasal 21 ayat § ,
Anggeran Dasar HKoperasi 3impan Pinjam Pedagang Ke
cil yardg dikaitkan dengan sistem sosial ekonomi
masyarzkat dalam tinjauan hukum Islam.

Pelaksanaan pasal 21 ayat @ mengenai bunga
20% pertiga bulan ini pada hekekatnya bukanlah

89Editorial, Infobank, Edisi No. 53,1984,
hal. 6.
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tergolong memiliki sifat berganda-ganda. Di dalam
pelaksanaan pembayaran pinjaman dan bunganya Jjuga
tidak bersifat paksaan maupun membawa kesusahan
karena bagi setiap anggota mempunyai hak untuk
mempertimbangkan cara pembayaran yang tepat Yyang
disesuaikan dengan kondisi sosial ekonomi yang me
lingkupinya.

Pembayaran bunga beserta pokok pinjamannys,
pada dasarnya sangat dikaitkan dengan adanya kebi
jaksanaan-kebijaksanaan lainnya dalam kehidupan
koperasi itu, sedangkan keuntungan dari bunga ter
sebut akan kembali kepada anggota koperasi itu
sendiri.

Oleh karena pertimbangan-pertimbangan ini
dan adanya cita dan tujuan koperasi itu, maka da-
pat disimpulkan bahwa pelaksznaan pasal 21 ayat d
Anggaran Dasar Koperasi mempunyai sifat yang ber-
beda dengan pelaksanaan riba an-nasiah atau riba
jehiliyeh meskipun sama-sama ada tenggang waktu
dan bunza. Dengan demikian, maka tidaklah berkele
bihan bila ditentukan bahwa pglaksanaan pasal 21
ayat d adalah diperbolehkan menurut tinjauan hu-
kum Islam.

Pe~bahezsan j 10 d 2

Pada prinsipnya kedua pasal ini memberikan
hak bdgi anggota pengurus dan anggota bada peme -
riksa koperasi simpan pinjam pedagang kecil suatu
imbalan Jasa.

Pengurus dan badan pemeriksa koperasi ini
pada dasarnya berkewajiban untuk memajukan perusa
haan koperasi berdasarkan kewajiban mereka masing
masing.
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Kewajiban-kewaJjiban yang dibebankan kopera
si kepada pengurus dan badan pemeriksa adalah me-
rupakan tanggung Jjawab yang harus dilaksanakan.Ke
wajiban-kewa jiban ini telah diperjanjikan bersama
an dengan pemberian hak bagi pengurus dan badan
pemeriksa.

Pelaksanaan perjanjian yang berupa kewajib
an-kewajiban dan hak-hak ini haruslah diterima o-
leh pengurus dan badan pemeriksa sebagai akibat
keterikatannya adanya perjanjian.

Di dalam pembahasan hukum Islam mengenai
keterikatan janji ini telah diatur jelas. Rasulul:
lah Saw. telah memberikan contoh melalui sabdanya

f&z‘;@dbﬁwdﬂ’dyj d@u’ﬂ'd;&dﬁﬂgw

P RIERAGRANTR »‘}@Ml ﬁ)uf:ssg:: |
Dari Amer ibnu Auf Al-Muzany r. aj sesungguhnya
Rasulullah Saw. telah bersabda: Perdamaian di an-
tara orang Islam itu diperbolehkan kecuali perda-
maian untuk mengharamkan yang halal dan menghalal
kan yang harem, dan orang-orang Islam itu terikat
dengan perjanjian (syarath) mereka kecuali perjan
Jian untuk mengharamkan yang halal atau menghalal
kan yarg haram.

Dari batasan hadlts ini, maka bila dilihat
mengenai hak mendapatkan imbalan jasa bagi anggo-
ta pengurus, yang diimbangi dengan kewaJjiban bagi

9OAsh—Shan’Eny, op. c¢it, hal. 59
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pengurus untuk mengelola koperasi adalah diperbo-
lehkan, karena jasa itu merupakan suatu imbalan
untuk mengelola koperasi. Demikian Juga hak menda
patkan imbalan jasa bagi badan pemeriksa yang di-
imbangi dengan adanya kewajiban bagi badan peme -
riksa untuk ikut mengelola perusahaan koperasi ju
ga diperbolehkan.

Karena adanya jasa maka setiap anggota pe-
ngurus dan badan pemeriksa mendapatkan imbalan da
ri koperasi. Rasulullah Juga pernah memberikan im
balan berupa upah karena jasanya seorang tukang
bekam.

CLﬁ;iﬁngtgLﬁij_néa>l‘«UPCLUNA}}Q)(J;(YJL4168LJQ

Cndar 013)) pa‘iml‘g
Dari Ibnu Abbas bahwasanya Rasulullah Saw. pernah

meminta bekam dan beliau memberi upah kepada tu-
kang bekam, maka ia menerimanya.

C. Tinjauan terhadap pelaksanaan Dembaéiah’keﬁntungén

Pelaksanaan pembagian keuntungan dalam kopera
si simpan pinjam pedagang kecil ini lebih dikenal de
ngan istilah "Pembagian sisa hasil usaha perusahaan"”
Koperasi. Pembagian sisa hasil usaha ini diatur da-
lam pasal 29 Anggaran Dasar.

Jika dilihat dalam pembagian sisa hasil usaha

koperasi secara garis besar, maka dapat dibagi menja
di dua yaitu (1) pembagian yang diperoleh dari

usaha yang diselenggarakan untuk anggota koperasi ,
dan (2) pembagian yang diperoleh dari usaha yang di-
selenggarakan untuk pihak ketiga.

M Inam Muslim, op. cit, hal. 688
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Jika dilihat pula dalam pembagian sisa hasil
usaha yang diperoleh dari usaha yang diselenggarakan
untuk para anggota koperasi, maka akan terlihat enam
pokok pembagian, yaitu (1) untuk cadengan (2) untuk
anggota (3) untuk pengurus (4) untuk badan pemeriksa
(5) untuk pegawai dan (6) untuk dana sosial.

Dari gambaran ini dapat dilihat bahwa pembagi
an sisa hasil usaha koperasi Jjuga akan kembali kepa-
da anggova, pengurus, badan pemerikse dan pegawai di
samping Jjuga untuk cadangan dan dana smsial, bukan
hanya diperuntukxkan satu kepentingan tertentu saja.

Demikian pula bila dilihat dalam pembagian si
sa hasil usaha yang diperoleh dari usaha yang dise -
lenggarakan untuk pihak ke-tiga, maka akan terlihat
pula bahwa pembagian sisa hasil usaha koperasi akan
kembali kepada pengurus, badan pemeriksa, pegawai di
samping untuk cadangan dan dsna sosial, bukan hanya
untuk satu kepentingén golongan tertentu saja. |

Pembagian sisa hasil usaha adalah merupakan
sebagian dari keséluruhan perjalanan koperasi simpan
pinjam pedagang kecil. Oleh karena itu untuk memba -
hzs pembagian sisa hasil useha ini tidak dapat mele-
paskan dengan adanya pembahasan koperasi secara kese
luruhan.

Di dalam pandangan hukum Islam ada suatu tata
aturan mepgenai peredaran harta di kalangan masyara-
ket. Allah 3Wi. telah berfirman

(v idty JSoadloeNb oy adgs 0,08 f
Artinya:

Supaya harta itu jangan hanya beredar diantaz-

ra orang-orang kaya saja di antara kamu. 92

92Departemen Agama RI, op. cit, hal. 916
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Isi yang terkandung oleh kalimat yang universal ini
adalah soko guru dari sistem ekonomi Islam. - '

Dalam Al-Hasyr ayat 7 ini, Allah telah membe
rikan petunjuk tentang kemana harta rampasan (fai')
itu harus dikeluarkan. Di samping itu juga melalui
ayat ini telah disinggung dengan isyarat yang Jelas
mengenai tujuan yang senantiasa diingatkan oleh Is-
lam, yaitu Calam sistem ekonomi yang menyeluruh arti
nya kekayaanr atau harta itu jangan hanya beredar di-
antara orang-orang kaya saja di antara anggota masya
rakat.93

Islac juga memperhatikan dan mengawasi perpu-—
taran kekayzan pada seluruh masyarakat dan ditentu--
kannya satu bagian dari pada harta orang-orang kaya
untuk fakir miskin pada satu segi dan pada segi yang
lain diperirtahkannya kepada tiap-tiap individu dari
anggota masyarakat dalam perbelanjsan mereka, sehing
ga keseimbangan dalam pembagian kekayaan tidak . ter-
ganggu karera kelalaian dan keterlaluan individu-in-
dividu dalaxz mempergunakan kekayaan mereka.94

Demikian pula Islam mengharamkan orang yang
menimbun dan mencegah harta dari peredaran, Islam me
ngancam mereka yang menimbunnya dengan siksaan yang
sangat pedih kelsk di hari qiyamat.95

Pabul A’la_Al-Faududi, Ususul Iqtishadi Bai-
nal Islam ‘web Nuzhumul Muashirah, Alih Bahase ,Abdul
lah Suhaili, Almaarif, Bandung, Ceu. I, 1984, hal.
135.

MIpid |, 2a1. 17

95Ahmad Muhammad Al-Assal, Fathi Ahmad Abdul
Karim, op. cit, hal. 96
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Di dalam Al;Qur'an Allah SWT-‘telah berfirman
LN PISHEVE R TR A6
5L ML 3lde g2onsy ol Gbay 0
LN 300 2,45 sy P s L
(Yo Y& @ 5(333“) AQ)\‘/:LE-){“\:\-‘/\A \9_"95)3.

Artinyas

Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak
dan tidak menafkahkannya pada jalan Allah, maka
beritahukanlah k pada mereka, (bahwa mereka akan
mendapat) siksa yang pedih. Pada hari dipanaskan
emas dan perak itu dalam neraka jahannam, lalu
dibakar dengannya dahi mereka, lambung dan pung-
gung mereka (lalu dikatakan) kepada mereka: ini-
lah harta bendamu yang kamu simpan untuk dirimu
sendiri, maka rasakanlah sskarang (akibat dari)
apa yang kamu simpan itu,96 ’

Di dalam pembagian sisa hgsil usaha k92953§;+;~.~
dimaksudkan untuk saling menikmati di antara para
anggote, pengurus dan badan pemeriksa, di samping Jju
ga untuk kesejahteraan pegawai dan kepentingan dana
sosial atau kese jahteraan sosial. Demikian ini terma
Suk salah satu bentuk peredaran harta kekayaan di ka
langan masyarakat.

Oleh karena demikian ini, maka pembagian sisa
hasil usaha yang merupakan suatu bentuk peredaran
harta kekayaan 4i kalangan masyarakat yang dikelola
oleh koperasi simpan bPinjan pedagang kecil ini ada - /
lah sejalan dengan ketentuan Islam. y//

Pembagian sisa hasil usaha koperasi ini karem

96Departemen Agama RI, op, cit, hal. 283
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adanya suatu keuntungan yang diperoleh dalam satu ta
hun buku setelah dikurangi dengan biaya-biaya dari
tahun buku yang bersangkutan.

Dalam keadaan sebaliknya, perusahaan koperasi
Juga ada kemungkinan mengalami kerugian. Dalam hal
mengalami kerugian tentu ada yang menanggungnya. Me-
nurut pasal 14 Anggaran Dasar Koperasi ini dicantum-
kan sebagai berikut:

& Setiap anggota pengurus menanggung terhadap kepe-
rasi, kerugian yang dideritanya karena kelalaian
dalam melaksanakan tugas kewajibannya masing-ma -
sing. '

L Jika kelalaian itu mengenai sesuatu yang termasuk
pekerjaan beberapan orang anggota pengurus maka
kawena itu mereka masing-masing menanggung kerugi
an tzdi untuk keseluruhannya, skan tetapi seseo =
rang anggota pengurus bebas dari tanggungannya ji
ka iz dapat membuktikan bahwa kerugian tadi bukan
karena kesalahannya serta ia telah berusaha de-
ngan segera dan secukupnya untuk mencegah akibat
dari kelelaian itu tadi.

Pada dasarnya kerugian yang ditanggung oleh
anggota pengurus karena adanya kelalaian. Kelalaian
ini bisa berbentuk kelalaian secara bersama-sama mau
pun kelalaizn di antara anggota pengurus. Sehingga
kerugian perusahaan koperasi ini sangat digantungkan
adanya kelalaian anggota pengurus tersebut.

Pada pasal 14 Anggaran Dasar ini adalah meru-
pakan kewaJjiban anggota pengurus. Hal ini sebagai
suatu perimbangan adanya hak pengurus sebagail yang

97Wawancara Dengan Ketua Koperasi Simpan Pin-
jam Pedeagang Kecil Perwakilan Kecamatan Pucuk, Tang-
gal 19 Desember 1984.
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tercantum dalam pasal 10 mengenai imbalan Jjasa dan
pasal 29 mengenal pembagian sisa hasil usaha perusa-
haan.

Di dalac pembahasan hukum Islam mengenai tang
gungan kerugian koperasi ini adalah sangat dikait -
kan dengan perielanan koperasi secara keseluruhan,se
bagaimana yang telah disebutkan dalam pémbahasan
yang lewat.

Agaran Islam membolehkan semua perjanjian
yang disepakati asal tidak menghalalkan yang haram a
tau mengharamkan yang halal.

Tanggungan kerugian adalah merupakan - bagian
dari perjanjian antara pengurus dan koperasi itu sen
diri. Bila dilihat dalam pembahasan mengenal bentuk
koperasi, mengenai usaha untuk mencapai tujuan yang
mencakup tiga pokok pembahasan yakni pasal 4 ayatb.,
pasal 21 ayat ¢ dan paszl 10 dan paszl 20 dan dirang
kai mengenai pembagiam keuntungan keperasi, maka&“da—
patlah kiranya ditentukan status hukum dalam pandang
an hukum Islam bahwa tanggungan kerugian yang dideri
tz oleh kelalaian anggota pengurus koverasi tidak
bertentahgan dengan_prinsip ajaran Islam.



